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Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

L.

II.

III.

SELATAN
Informan: Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
Waktu
Hari/Tanggal : 13 April 2026
Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
Identitas Informan
Nama : Heni Gustin, S.Sos
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : 81
Pertanyaan

Indikator Kapasitas Analitis

1.

24

3.

Bagaimana proses verifikasi dan validasi data dalam pemutakhiran
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?

Bagaimana mekanisme penentuan agar data penerima bantuan sosial
tepat sasaran?

Bagaimana cara mengatasi jika terdapat ketidaksesuaian data atau data
ganda dalam DTSEN?

Indikator Kapasitas Operasional

1.

Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana, termasuk sistem informasi,
dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional?

Apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah mencukupi dalam
pelaksanaan DTSEN?

Indikator Kapasitas Politik

1.

2.

Bagaimana bentuk koordinasi antara dinas Sosial dengan OPD lain
dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN?
Bagaimana proses sosialisasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN)?
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PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

L.

SELATAN
Informan: Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
Waktu
Hari/Tanggal : 13 April 2026
Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

II.

III.

Identitas Informan

Nama : Melza Octavia, S.I.LKOM
Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pertanyaan

Indikator Kapasitas Analitis

1.

2.

3.

Bagaimana Proses pengecekan dan verifikasi data masyarakat
pada sistem DTSEN atau SIKS-NG ketika terdapat laporan
atau pengaduan masyarakat?

Apakah data dalam DTSEN saat ini sudah sesuai dengan
kondisi sosial masyarakat di lapangan?

Seberapa sering dilakukan pemutakhiran data dalam sistem?

Indikator Kapasitas Operasional

1.

Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemutakhiran data atau
perubahan data DTSEN di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu
Selatan?

Apakah sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan
internet, dan sistem aplikasi SIKS-NG sudah mendukung
pelaksanaan pemutakhiran data?

Apakah ada kendala jaringan atau eror sistem saat pengelolaan
data?

Indikator Kapasitas Politik

1.

Bagaimana bentuk koordinasi antara operator Dinas Sosial
dengan pemerintah desa atau operator desa dalam proses
pemutakhiran DTSEN?

Bagaimana respon masyarakat ketika terjadi perubahan bantuan
sosial akibat perubahan data atau desil kesejahteraan dalam
DTSEN?
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PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

L.

SELATAN
Informan: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan
Waktu
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Tempat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

II.

III.

Identitas Informan

Nama : Mohammad Fathan Romdhoni SST, M.S
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan :S2

Pertanyaan

Indikator Kapasitas Analitis

1.

8

Apa peran BPS dalam mendukung implementasi Kebijakan
pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN)?

Data apa saja yang diberikan BPS untuk mendukung
penyusunan DTSEN?

Bagaimana proses sinkronisasi data BPS dengan data yang
dimiliki Dinas Sosial?

Apakah terdapat mekanisme verifikasi atau validasi terhadap
data yang digunakan dalam DTSEN?

Bagaimana BPS memastikan data sosial ekonomi yang
disampaikan tetap akurat dan mutakhir?

Indikator Kapasitas Operasional

1.

2%

.

Bagaimana mekansime koordinasi teknis antara BPS dengan
Dinas Sosial selama implementasi DTSEN?

Bagaimana kesiapan SDM BPS dalam mendukung
implementasi DTSEN?

Kendala teknis apa saja yang pernah dihadapi selama proses
pemutakhiran data?

Indikator Kapasitas Politik

1.

2.

3.

Bagaimana bentuk koordinasi antara BPS dengan Dinas Sosial,
Dukcapil, dan OPD lainnya dalam DTSEN?

Bagaimana pembagian tugas masing-masing instansi dalam
implementasi DTSEN?

Apa faktor yang mendukung dan menghambat koordinasi
antarinstansi dalam implementasi DTSEN?

Bagaimana mekanisme penyampaian atau pertukaran antara
BPS dengan Dinas Sosial dalam mendukung DTSEN?
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PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

L.

II.

SELATAN
Informan: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Waktu
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Tempat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Identitas Informan
Nama : Nasution, SE
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1
Pertanyaan

I1I.

Indikator Kapasitas Analitis
1. Apa peran dukcapil mendukung impplementasi DTSEN?
2. Sejauh mana validitas data kependudukan memperngaruhi
ketetapan DTSEN?
3. Bagaimana mekanisme koordinasi teknis Dukcapil dengan
Dinas Sosial?
Indikator Kapasitas Operasional
1. Bagaimana kesiapan SDM dan sistem informasi Dukcapil
dalam mendukung DTSEN?
Indikator Kapasitas Politik
1. Bagaimana bentuk koordinasi Dukcapil dengan Dinas Sosial,
BPS, dan OPD lainnya?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat koordinasi
antarinstansi dalam implementasi DTSEN?
3. Menurut bapak apakah koordinasi antarinstansi selama
implementasi DTSEN sudah berjalan efektif
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PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN

Informan: Operator Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan

L.

II.

I1I.

Waktu
Hari/Tanggal : 13 Mei 2026
Tempat : Kantor Desa, Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis,

Kab. Bengkulu Selatan
Identitas Informan

Nama : Esta Susmita S.I.LKom
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1

Pertanyaan

Indikator Kapasitas Analitis
a. Bagaimana proses verifikasi dan validasi data masyarakat dalam
pemutakhiran DTSEN di desa ini?
b. Apakah sering ditemukan data ganda atau NIK tidak sesuai,
bagaimana penangannya?
c. Apakah data masyarakat yang menerima bantuan sosial di desa ini
sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?

Indikator Kapasitas Operasional
1. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pelatihan terkait
DTSEN/SIKS-NG?
2. Apakah sarana seperti internet dan perangkat komputer sudah
mendukung proses pemutakhiran data?
3. Apakah kendala utama yang dihadapi saat melakukan input atau
pemutakhiran DTSEN?

Indikator Kapasitas Politik

1. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai DTSEN?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan data bantuan
setelah menggunakan DTSEN?
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PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
Informan: Masyarakat KPM
L. Waktu
Hari/Tanggal : 12 Mei 2026
Tempat : Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu
Selatan
II. Identitas Informan
Nama : Eliyusti
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
I1I. Pertanyaan

Indikator Kapasitas Analitis

1.

2.

3.

Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait bantuan sosial dari
pemerintah yang diterima?

Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan sosial di desa sudah
sesuai dengan kondisi masyarakat?

Apakah pernah ada masyarakat yang layak menerima bantuan
tetapi belum terdata?

Indikator Kapasitas Operasional

1.

24

5,

Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan sosial mudah
dilakukan?

Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa
terkait proses pendataan DTSEN?

Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus data bantuan
sosial?

Indikator Kapasitas Politik

1.

2.

Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau
musyawarah terkait DTSEN?

Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah terbuka dalam
proses pendataan bantuan sosial?
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PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
Informan: Masyarakat KPM
L. Waktu
Hari/Tanggal : 12 Mei 2026
Tempat : Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu
Selatan
II. Identitas Informan
Nama : Dasni
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan P
I1I. Pertanyaan

Indikator Kapasitas Analitis

1.

2.

3.

Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait bantuan sosial dari
pemerintah yang diterima?

Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan sosial di desa sudah
sesuai dengan kondisi masyarakat?

Apakah pernah ada masyarakat yang layak menerima bantuan
tetapi belum terdata?

Indikator Kapasitas Operasional

1.

24

5,

Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan sosial mudah
dilakukan?

Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa
terkait proses pendataan DTSEN?

Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus data bantuan
sosial?

Indikator Kapasitas Politik

1.

2.

Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau
musyawarah terkait DTSEN?

Menurut bapak/ibu, apkaah pemerintah desa sudah terbuka dalam
proses pendataan bantuan sosial?
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TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
L. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : Heni Gustin, S.Sos
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan ; Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten

Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No Pertanyaan Jawaban

1 Bagaimana proses verifikasi dan | Prosesnya itu dimulai dari desa, karena setiap desa
validasi data dalam pemutakhiran | ada operator desa yang melakukan
Data Tunggal Sosial Ekonomi | pemutakhiran/pembaruan data melalui aplikasi
Nasional (DTSEN)? SIKS-NG desa. Datanya di isi sesuai dengan

kondisi ekonomi masyarakat yang ada di desa
tersebut, baik itu aset rumah, keadaan rumahnya,
jenis pekerjannya, jadi untuk verifikasi dan
validasinya itu dimulai dari desa

2 Bagaimana mekanisme penentuan | Kalau untuk mekanismenya itu sebenarnya tidak
agar data penerima bantuan sosial | ada, karena dari pihak dinas sosial itu tidak bisa
tepat sasaran? menetapkan ini tepat sasaran atau tidak, makanya

segala mekanisme penentuannya itu dikembalikan
ke desa, karena yang tau keadaan ekonominya itu
perangkat daerah yang ada di desa tersebut. Dinas
Sosial itu sebagai supervisinya saja sebagai untuk
perpanjangan tangan dari desa, kecamatan,
kabupaten, langsung ke Kemensos dengan syarat-
syarat yang ada

3 Bagaimana cara mengatasi jika | Melakukan pembaruan data/pemutakhiran data
terdapat ketidaksesuaian data atau
data ganda dalam DTSEN?

4 Bagaimana kesiapan sarana dan | Kalau untuk sarana dan prasarananya sudah
prasarana, termasuk sistem informasi, | lengkap ya, komputer/laptop kita ada, dan pastinya
dalam mendukung pemutakhiran | jaringan internet, itu harus ada jika sarana dan
Data Tunggal Sosial Ekonomi | prasarana itu tidak ada maka tidak bisa melakukan
Nasional? verifikasi dan validasi data karena sistemnya

berbasis aplikas

5 Apakah sumber daya manusia yang | Kalau untuk sumber daya manusia sebenarnya

tersedia sudah mencukupi dalam

pelaksanaan DTSEN?

sudah cukup. Di Dinas Sosial sendiri sudah baik
karena operator yang menangani DTSEN/SIKS-
NG sudah memahami sistem dan alur pemutakhiran
data. Namun, di tingkat desa masih ada beberapa
operator yang kemampuan penggunaan aplikasinya
berbeda-beda, sehingga terkadang masih perlu
pendampinngan atau bimbingan tekbis agar proses
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pemutakhiran data berjalan lebih optimal.

Bagaimana bentuk koordinasi antara
dinas Sosial dengan OPD lain dalam
pelaksanaan  pemutakhiran  Data
Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN?

Kita berkoordinasi dengan perangkat desa, BPS,
BPJS, Dukcapil, BPN, karena DTSEN itu bukan
hanya untuk Dinas Sosial, tetapi terkait dengan
seluruh OPD tersebut.

Bagaimana proses sosialisasi
kebijakan Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN)?

Proses sosialisasi dilakukan berjenjang, mulai dari
pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah,
keamatan hingga desa. Di tingkat desa, sosialisasi
biasanya dilakukan melakukan musyawarah desa,
pertemuan dengan masyarakat, serta penyampaian
informasi oleh perangkat desa. Tujuannya agar
masyarakat memahami pentingnya pemutakhiran
data dan dapat memberikan informasi yang sesuai
dengan kondisi sebenarnya.
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TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
I. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : Mohammad Fathan Romdhoni SST, M.S
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan ; Kepala Badan Pusat Statistik Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No Pertanyaan Jawaban

1 Apa peran BPS dalam mendukung | Peran BPS di daerah sampai saat ini lebih kepada
implementasi Data Tunggal Sosial | sosialisasi terkait implementasi DTSEN. Di tingkat
Ekonomi Nasional (DTSEN)? pusat, BPS menjadi tempat pengelolaan data karena
DTSEN merupakan hasil penggabungan beberapa
basis data nasional, yaitu DTKS milik Kementerian
Sosial, Regsosek dari Bappenas, dan P3KE. Ketiga
data tersebut dipadupadankan menjadi satu data
tunggal yang memuat kondisi sosial ekonomi
seluruh  penduduk Indonesia, bukan hanya
masyarakat penerima bantuan sosial. Seluruh
kementerian memiliki kewajiban memperbarui data
sesuai kewenangannya, kemudian data tersebut
dikirimkan kepada BPS untuk diproses menjadi
satu basis data nasional.

Di tingkat daerah, BPS belum memiliki
kewenangan untuk memperbarui data masyarakat
secara langsung. Peran yang dijalankan lebih pada
komunikasi,  koordinasi, dan  memberikan
sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai
mekanisme ~ pembaruan  DTSEN.  Apabila
pemerintah daerah ingin melakukan pembaruan
data, BPS membantu memfasilitasi dengan
menghubungi BPS pusat agar akses pembaruan
dapat dibuka. Proses pembaruan data tetap menjadi
kewenangan pemerintah daerah melalui OPD yang

terkait.
2 Data apa saja yang diberikan BPS DTSEN dibentuk dari penggabungan beberapa
untuk mendukung penyusunan sumber data nasional, yaitu DTKS yang berasal
DTSEN? dari Kementerian Sosial, Regsosek dari Bappenas,

dan P3KE. Data-data tersebut diserahkan kepada
BPS untuk dipadupadankan menjadi satu data
nasional yang menggambarkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat. BPS tidak mengumpulkan
seluruh data tersebut secara langsung, tetapi
mengolah data yang berasal dari berbagai
kementerian dan lembaga menjadi statistik, salah
satunya berupa desil kesejahteraan masyarakat
yang dihitung berdasarkan puluhan variabel sosial
ekonomi. Dengan demikian, data yang digunakan
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dalam DTSEN merupakan hasil integrasi berbagai
sumber data pemerintah yang kemudian diproses
oleh BPS menjadi satu sistem data terpadu.

Bagaimana proses sinkronisasi data
BPS dengan data yang dimiliki Dinas
Sosial?

Sinkronisasi data dilakukan melalui mekanisme
koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian,
dan BPS. Pemerintah daerah, termasuk Dinas
Sosial, = memiliki  kewenangan  melakukan
pembaruan data masyarakat sesuai kondisi di
lapangan. Setelah itu, BPS membantu memfasilitasi
proses tersebut dengan menghubungi BPS pusat
apabila diperlukan pembukaan jalur pembaruan
data. BPS daerah tidak melakukan perubahan data
secara langsung, melainkan menjadi penghubung
agar proses sinkronisasi data antara pemerintah
daerah dengan sistem DTSEN di tingkat pusat
dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan.

Apakah terdapat mekanisme
verifikasi atau validasi terhadap data
yang digunakan dalam DTSEN?

Proses validasi dilakukan oleh pemerintah daerah
dan OPD yang memiliki kewenangan terhadap data
masyarakat. Setelah data diperbarui, hasilnya akan
diteruskan melalui kementerian terkait dan diproses
oleh BPS pusat. Penentuan desil kesejahteraan
dilakukan berdasarkan data yang telah masuk ke
dalam sistem, sehingga BPS daerah tidak memiliki
kewenangan menentukan ataupun mengubah hasil
tersebut. BPS  daerah  hanya  berperan
menyampaikan informasi, memfasilitasi
komunikasi, dan memastikan proses pembaruan
data berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagaimana BPS memastikan data
sosial ekonomi yang disampaikan
tetap akurat dan mutakhir?

Kualitas statistik sangat bergantung pada kualitas
data yang diterima. Apabila data yang dimasukkan
tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi
masyarakat, maka hasil statistik, termasuk desil
kesejahteraan, juga akan kurang akurat. Oleh
karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara
berkala oleh pemerintah daerah dan OPD yang
berwenang. Data yang benar dan selalu diperbarui
akan menghasilkan statistik yang lebih tepat,
sedangkan data yang tidak diperbarui atau tidak
sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya  akan
memengaruhi  hasil pengolahan data dalam
DTSEN. Selain itu, kejujuran masyarakat saat
proses pendataan juga menjadi faktor penting agar
kondisi sosial ekonomi yang tercatat benar-benar
sesuai dengan keadaan di lapangan.

Bagaimana mekanisme koordinasi
teknis antara BPS dengan Dinas
Sosial selama implementasi DTSEN?

Koordinasi antara BPS dengan Dinas Sosial
dilakukan melalui komunikasi dan fasilitasi dalam
proses pembaruan data. Apabila pemerintah daerah
ingin melakukan pembaruan data masyarakat ke
dalam DTSEN, BPS membantu menghubungi BPS
pusat agar jalur pembaruan data dapat dibuka.
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Namun, proses pembaruan data tetap dilakukan
oleh pemerintah daerah melalui OPD yang
memiliki kewenangan, termasuk Dinas Sosial. BPS
daerah tidak melakukan pembaruan data secara
langsung, tetapi memberikan pendampingan,
komunikasi, dan sosialisasi mengenai mekanisme
yang harus dilalui. Selain itu, BPS juga pernah
bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui
pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam kerja sama tersebut, BPS memberikan
pemahaman mengenai mekanisme pembaruan data,
sedangkan petugas PKH yang turun langsung ke
lapangan untuk melakukan pendataan masyarakat.
Peran tersebut dilakukan agar proses pembaruan
data tetap berjalan sesuai pembagian tugas masing-
masing instansi.

Bagaimana kesiapan SDM BPS
dalam mendukung implementasi
DTSEN?

BPS memiliki kesiapan dalam mendukung
implementasi DTSEN  melalui kemampuan
memberikan sosialisasi, komunikasi, koordinasi,
dan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Meskipun demikian, kewenangan BPS daerah
masih terbatas karena belum diberikan tugas untuk
melakukan pembaruan data masyarakat secara
langsung. Tugas tersebut tetap berada pada
pemerintah daerah dan OPD terkait, sedangkan
BPS berperan sebagai penghubung dengan
pemerintah pusat apabila terdapat kebutuhan
pembaruan data. BPS juga terus menjalin
komunikasi dengan pemerintah daerah agar proses
implementasi DTSEN dapat berjalan sesuai
ketentuan. Peran tersebut lebih diarahkan pada
penyampaian  informasi dan  memberikan
pemahaman mengenai mekanisme DTSEN
sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan
pembaruan data sesuai prosedur yang berlaku.

Kendala teknis apa saja yang pernah
dihadapi selama proses pemutakhiran
data?

Kendala yang dihadapi bukan hanya berasal dari
sistem, tetapi juga dari proses pembaruan data di
lapangan. Masih terdapat OPD yang memiliki data
masing-masing, namun belum seluruhnya aktif
melakukan pendataan secara langsung kepada
masyarakat. Padahal, untuk menghasilkan data
yang akurat diperlukan pendataan berbasis By
Name By Address (BNBA) sehingga perubahan
kondisi masyarakat dapat segera diketahui dan
diperbarui.  Selain  itu, pembaruan  data
kependudukan juga menjadi tantangan. Tidak
semua masyarakat melaporkan perubahan data
seperti perpindahan penduduk, kematian, maupun
perubahan kondisi sosial ekonomi. Akibatnya, data
yang digunakan masih menggambarkan kondisi
lama. Statistik yang dihasilkan BPS, termasuk desil
kesejahteraan, sangat bergantung pada kualitas data
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yang diterima. Apabila data yang masuk tidak
diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya, maka hasil statistik yang dihasilkan
juga akan kurang tepat. Kendala lainnya adalah
masih adanya masyarakat yang kurang jujur ketika
proses pendataan dilakukan karena khawatir status
kesejahteraannya berubah dan memengaruhi
penerimaan bantuan sosial. Padahal tujuan
pembaruan data adalah agar kondisi masyarakat
yang tercatat benar-benar sesuai dengan keadaan
sebenarnya sehingga bantuan dapat diberikan
kepada masyarakat yang benar-benar
membutuhkan.

Bagaimana bentuk koordinasi antara
BPS dengan Dinas Sosial, Dukcapil,
dan OPD lainnya dalam DTSEN?

Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dengan
pemerintah daerah dan OPD yang berkaitan dengan
pengelolaan data masyarakat. Setiap instansi
memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya.
Dinas Sosial menjadi OPD yang paling aktif
berkoordinasi dengan BPS mengenai implementasi
DTSEN karena berkaitan langsung dengan data
penerima bantuan sosial. Sementara itu, Dukcapil
memiliki peran dalam menjaga kualitas data
kependudukan melalui pembaruan data
administrasi penduduk.

BPS juga terus menyampaikan informasi kepada
pemerintah  daerah  mengenai  mekanisme
pembaruan data DTSEN. Apabila terdapat
kebutuhan pembaruan data, pemerintah daerah
dapat  berkoordinasi dengan BPS  untuk
memperoleh fasilitasi kepada BPS pusat. Hingga
saat ini, komunikasi yang paling aktif terkait
implementasi DTSEN masih dilakukan oleh Dinas
Sosial, sedangkan OPD lain diharapkan dapat
semakin aktif melakukan pembaruan data sesuai
bidang tugasnya masing-masing.

10

Bagaimana pembagian tugas masing-
masing instansi dalam implementasi
DTSEN?

Pembagian tugas dalam implementasi DTSEN telah
disesuaikan dengan kewenangan masing-masing
instansi. BPS pusat bertugas memadupadankan
berbagai sumber data nasional dan menghasilkan
statistik, termasuk penentuan desil kesejahteraan
masyarakat. BPS daerah berperan dalam
melakukan komunikasi, koordinasi, sosialisasi,
serta memfasilitasi pemerintah daerah apabila akan
melakukan pembaruan data.

Pemerintah daerah melalui OPD terkait memiliki
kewenangan  melakukan ~ pembaruan  data
masyarakat  sesuai  kondisi di  lapangan.
Kementerian menjadi pihak yang menyampaikan
data kepada BPS sesuai bidang tugasnya masing-
masing, sedangkan hasil pengolahan seluruh data
tersebut menjadi DTSEN digunakan sebagai dasar
pelaksanaan  berbagai  program  pemerintah,
khususnya penyaluran bantuan sosial.
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11

Apa factor yang mendukung dan
menghambat koordinasi antarinstansi
dalam implementasi DTSEN?

Faktor yang mendukung koordinasi adalah adanya
dasar hukum yang mewajibkan penggunaan
DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan
adanya ketentuan tersebut, seluruh kementerian,
pemerintah daerah, dan OPD memiliki kewajiban
menggunakan DTSEN sebagai acuan sechingga
pelaksanaan implementasinya menjadi lebih terarah
dan memiliki dasar yang jelas. Di sisi lain, masih
terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
Belum semua OPD aktif melakukan pembaruan
data masyarakat secara berkala, padahal perubahan
kondisi sosial ekonomi masyarakat terjadi setiap
waktu. Selain itu, masih diperlukan peningkatan
kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi
yang benar ketika dilakukan pendataan. Selama
data yang masuk belum diperbarui secara optimal,
maka kualitas data dalam DTSEN juga akan
memengaruhi hasil statistik dan penentuan desil
kesejahteraan masyarakat.

12

Bagaimana mekanisme penyampaian
atau pertukaran data antara BPS
dengan  Dinas  Sosial  dalam
mendukung DTSEN?

Mekanisme penyampaian data dilakukan melalui
jalur koordinasi antara pemerintah daerah,
kementerian, dan BPS. Pemerintah daerah melalui
Dinas Sosial melakukan pembaruan data
masyarakat sesuai hasil pendataan di lapangan.
Apabila diperlukan pembaruan pada sistem
DTSEN, BPS daerah memfasilitasi dengan
menghubungi BPS pusat agar jalur pembaruan data
dapat dibuka. Setelah data diperbarui melalui
mekanisme yang telah ditentukan, data tersebut
menjadi bagian dari sistem DTSEN yang
digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan
dan  penyaluran  bantuan  sosial.  Dalam
pelaksanaannya, BPS tidak menerima ataupun
mengubah data masyarakat secara langsung di
daerah. BPS lebih berperan sebagai penghubung
dan fasilitator, sedangkan kewenangan pembaruan
data tetap berada pada pemerintah daerah sesuai
tugas dan fungsinya. Dengan mekanisme tersebut,
proses pertukaran data dapat berjalan sesuai
pembagian kewenangan masing-masing instansi.
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TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

L. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Nasution, SE
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No Pertanyaan Jawaban
1 Apa peran dukcapil dalam mendukung Kalau peran Dukcapil itu mencakup
implementasi DTSEN? masalah data kependudukan karena

DTSEN itu berbasis NIK, tanpa NIK
berarti data mereka itu tidak bisa
disatukan karena seluruh data itu yang
dipakai berbasis data NIK, jadi
otomatis peran dukcapil itu sangat

berperan.
2 Sejauh  mana validitas data kependudukan | Kalau validasinya valid ya, kalau kita
mempengaruhi ketetapan DTSEN? masalah validasi itu bisa dikatakan

kalau data di dinas dukcapil itu jelas
valid, karena istilahnya itu data yang
kita ambil itu adalah data yang
memenuhi syarat yaitu misalnya
mereka ingin membuat NIK baru
otomatis kalau yang NIK baru itu ada
anak yang baru lahir. Dan juga orang
dewasa yang belum memiliki NIK kita
harus melakukan seleksi ketat yaitu
pakai sidik jari, jadi kita telusuri lewat
sidik jari itu bahwasanya orang
tersebut belum memiliki NIK. Jadi
datanya itu memang data yang valid,
istilahnya itu bukan data sembarangan

3 Bagaimana mekanisme koordinasi teknis Dukcapil | Mekanisme antara dinas dukcapil
dengan Dinas Sosial? dengan dinas sosial itu selalu
berkomunikasi masalah data, nah
kadang-kadang data antara dinas
dukcapil dan dinas sosial itu ada
perbedaan. Itu kadang-kadang begitu
kita cek hal itu disebabkan karena
kesalahan dalam penginputan NIK.
Misalnya nama kamu terus di cek ke
data dinas sosial ternyata datanya
ganda/datanya tidak terdapat ke dalam
database, setelah kita cek ternyata ada
kesalahan dalam penginputan NIK,
pas dicek di dukcapil kita sinkronkan
lagi data itu benar, jadi selalu
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berkoordinasi antara dinas dukcapil
dengan dinas sosial baik itu dalam
istilahnya kesalahan dalam
penginputan NIK, kebanyakan disitu.

Bagaimana kesiapan SDM dan sistem informasi
dukcapil dalam mendukung DTSEN?

Kalo kita dinas dukcapil sumber
dayanya yang jelas sudah cukup
istilahnya itu karena kita ini kan
berbasis data pusat, istilahnya itu
bukan lagi data yang disimpan di
daerah tetapi data pusat, data pusat itu
adalah semua data kita itu dimasukkan
ke pusat, nah itulah yang digunakan
oleh departemen sosial, departemen
keuangan terus yang lain itu kan
menggunakan data base pusat dengan
catatan mercka harus menjalin kerja
sama

Bagaimana bentuk koordinasi Dukcapil dengan
Dinas Sosial, BPS, dan OPD lainnya?

kalau sekarang itu kita sudah baik dari
dinas sosial, dinas bps maupun opd
yang lain sebenarnya kita sudah
menjalinkan =~ MoU/Perjanjian  itu
dalam bentuk kerja sama pemanfaatan
data. Pemanfaatan data ini cuman baru
istilahnya itu yang sifatnya manual
bukan online ya karena kita belum ada
yang namanya, karena kalau kita mau
memakai data online itu harus punya
jaringan. Jaringan itu namanya VVN,
VVN itu mahal bukan seperti internet
biasa, karena itu jaringan tertutup dan
juga pemerintah daerah kita juga
belum sanggup untuk itu makanya
sementara ini kita kerja sama
pemanfaatan data secara manual. Jadi
kita berkoordinasi dengan setiap opd,
setiap 6 bulan sekali dirjen dukcapil
melalui dinas dukcapil mengeluarkan
namanya buku Apreda, di buku itu
opd lainnya bisa melihat jumlah
penduduk bengkulu selatan, laki2,
perempuan, pendidikan, umur itu bisa
dilihat di buku apreda.

Faktor apa yang mendukung dan menghambat
koordinasi antarinstansi dalam implementasi
dtsen?

Kalau faktor pendukungnya yang jelas
itu karna itu kebutuhan/kepentingan
masyarakat. Karena disana banyak
kepentingan masyarakat kita
membantu untuk keperluan
masyarakat makanya kita selalu
koordinasi dan konsultasi masalah
data yang kita miliki terutama kalau
dinas dukcapil itu kita selalu siap
untuk  koordinasi masalah  data
ataupun cek masalah data banyak
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istilahnya tu opd yang kesulitan untuk
mengecek data jadi mereka langsung
ke dinas dukcapil dengan catatan kalo
kesulitan ~ kadang2  temuan  di
masyarakat yaitu NIK ganda, ada yang
belum memiliki NIK, ada orang yang
sudah pindah itu dicek di dinas
dukcapi, selanjutnya kita cek melalui
aplikasi, apakah mereka itu masih
disini, atau sudah pindah maupun
sudah meninggal. Kita itu selalu
suport untuk perbaikan data.

Kalau penghambatnya itu yang
kendalanya itu yaitu kalau ada
masyarakat yang belum memiliki
NIK. Kalau misalnya opd datang
kesini tidak membawa KK atau tidak
membawa NIKI nah itu kendala kita
untuk menulusuri data orang yang
bersangkutan.

Menurut bapak apakah koordinasi antarinstansi
selama implementasi dtsen sudah berjalan efektif?

Kalau menurut saya sudah efektif dan
efisien karena kenapa kita baik dari
instansi  vertikal itu dari KPU,
Pengadilan Agama terus dari instansi
internal kebanyakan dari dinas sosial,
dinas kesehatan, terus ada lagi bapeda
untuk rencana pembangunan 5 tahun
itu, melalui seluruh instansi itu selalu
berjalan, berkoordinasi dan konsultasi
masalah data. Karena masalah data ini
cukup rawan/vital karena sekarang ini
semuanya  berbasis  database/data
kependudukan, karena kenapa
pemerintah pusat mencetuskan bahwa
kita itu satu data, satu data itu berarti
kita itu menggunakan databasenya
adalah database dukcapil makanya
kalo sekarang ini tempat seluruh opd
itu konsultasinya ke dinas dukcapil,
karena database kan berbasis NIK.
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TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
L. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : Melza Octavia S..KOM
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan

II. HASIL WAWANCARA

: Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana Proses pengecekan dan verifikasi data
masyarakat pada sistem DTSEN atau SIKS-NG
ketika  terdapat laporan atau  pengaduan
masyarakat?

Biasanya kalau ada masyarakat yang
datang melapor, pertama kami minta
NIK atau KTP dulu untuk dicek di
aplikasi SIKS-NG. Dari situ bisa
terlihat data keluarga, status bantuan,
desil kesejahteraan, sama apakah ada
perubahan data atau tidak. Kalau
memang ada data yang tidak sesuai,
biasanya kami arahkan dulu ke desa
untuk dilakukan usul atau pembaruan
data, tergantung masalahnya apa.

Apakah data dalam DTSEN saat ini sudah sesuai
dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan?

Kalau  dibilang  sudah  sesuai
seluruhnya belum juga, karena kondisi
ekonomi  masyarakat itu  cepat
berubah. Kadang ada masyarakat yang
dulunya layak menerima bantuan,
sekarang sudah berubah kondisinya,
atau sebaliknya. Jadi memang tetap
perlu  pemutakhiran data secara
berkala supaya datanya lebih sesuai
dengan kondisi di lapangan

Seberapa sering dilakukan pemutakhiran data
dalam sistem?

Kalau pemutakhiran/pembaruan data
itu biasanya dilakukan setiap 3 bulan
sekali, menyesuaikan juga ada atau
tidak laporan serta ususlan yang
masuk dari desa dan masyarakat. Jadi
kalau ada perubahan data masyarakat,
misalnya pindah alamat, meninggal,
perubahan ekonomi, atau perubahan
anggota keluarga, itu bisa langsung
diusulkan untuk diperbarui.

Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemutakhiran
data atau perubahan data DTSEN di Dinas Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan?

Pelayanannya biasanya masyarakat
datang langsung ke Dinas Sosial untuk
menyampaikan keluhan atau
perubahan data. Nanti kami cek dulu
di sistem SIKS-NG, kalau memang
ada yang perlu diperbaiki biasanya
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kami arahkan ke desa dulu atau
operator desa lah, karena penginputan
data awal tetap dari desa.

Apakah sarana dan prasarana seperti komputer,
jaringan internet, dan sistem aplikasi SIKS-NG
sudah mendukung pelaksanaan pemutakhiran
data?

Kalau di Dinas Sosial sendiri untuk
sarana dan prasarana sudah cukup
mendukung, seperti komputer dan
internet juga sudah tersedia. Jadi
untuk proses pengecekan data dan
pelayanan masyarakat sejauh ini
berjalan dengan baik. Namun, kalau di
tingkat desa masih ada beberapa
kendala, terutama di daerah yang
cukup pelosok karena jaringan internet
kadang kurang stabil. Hal itu
terkadang ~ menyebabkan  proses
penginputan atau pembaruan data
menjadi lebih lambat.

Apakah ada kendala jaringan atau eror sistem saat
pengelolaan data?

Untuk sejauh ini aman tidak ada
kendala yang terlalu berarti saat
pengelolaan data. Proses pengecekan
maupun pemutakhiran data di sistem
berjalan dengan baik, seperti kita lihat
juga darana dan prasaran yang ada

disini, sudah cukup mendukung
pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat.

Bagaimana bentuk koordinasi antara operator
Dinas Sosial dengan pemerintah desa atau operator
desa dalam proses pemutakhiran DTSEN?

Koordinasi dengan pemerintah desa
atau operator desa biasanya dilakukan
saat kegiatan bimbingan teknis
(bimtek) yang dilaksanakan oleh
Dinas Sosial, jadi di situ operaror desa
diberikan arahan terkaita
pemutakhiran data dan penggunaan
aplikasi SIKS-NG.

Bagaimana respon masyarakat ketika terjadi
perubahan bantuan sosial akibat perubahan data
atau desil kesejahteraan dalam DTSEN?

Kalau untuk respon masyarakat itu
beda-beda ya, ada yang bisa
memahami setelah dijelaskan, tapi ada
juga yang masih bingung atau merasa
keberatan kalau bantuannya berubah
atau tidak diterima lagi. Biasanya
kami jelaskan kalau sekarang data
sudah terintegrasi dan penentuan
bantuan juga menyesuaikan kondisi
data yang ada di sistem.




130

TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
L. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : Esta Susmita S.I. Kom
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan

Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

: Operator Desa Suka Negeri, Kec.Air Nipis, Kab.

No Pertanyaan Jawaban

1 Bagaimana proses verifikasi dan validasi data | Yang pertama itu musyawarah desa
masyarakat dalam pemutakhiran DTSEN di desa | dulu, tetapi sekarang terkadang tidak
ini? melakukan musyawarah, karena kalo

misal ada mayasrakat yang mintak
perbaruan data, baru kita proses
pembaruan di aplikasi SIKS-NG,
setelah itu kita wawancarainya juga
untuk mengetahui apa pekerjaannya,
apa saja asetnya, serta foto rumahnya.

2 Apakah sering ditemukan data ganda atau NIK | Kalo data ganda atau NIK yang tidak

tidak sesuai, bagaimana penangannya? sesuai itu ada, tetapi tidak sering,
karena ada beberapa masyarakat itu
yang melapor.

3 Apakah data masyarakat yang menerima bantuan | Belum, terkadang ada masyarakat
sosial di desa ini sudah sesuai dengan kondisi | yang kaya tetapi masuk ke desil yang
masyarakat? rendah, ada yang layak masuk desil 1,

desil 2 tetapi masuk desil 6.

4 Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pelatihan | Iya pernah satu kali pelatihan bimtek.
terkait DTSEN/SIKS-NG?

5 Apakah sarana seperti internet dan perangkat | Iya sudah mendukung
komputer sudah mendukung proses pemutakhiran
data?

6 Apakah kendala utama yang dihadapi saat | Kendalanya tidak ada, lancar-lancar
melakukan input atau pemutakhiran DTSEN? saja.

7 Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat | Kalau sosialisasi yang secara khusus
mengenai DTSEN? menjelaskan tentang DTSEN

langsung ke  masyarakat itu
sebenarnya belum ada, karena
DTSEN ini juga masih kebijakan
yang baru. Biasanya yang

disampaikan ke masyarakat itu lebih
ke musyawarah terkait bantuan sosial,
seperti pedataan atau penerima
bantuan. Jadi masyarakat lebih
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banyak mengetahui soal bantuan
sosialnya, bukan secara khusus
tentang DTSEN

Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan
data bantuan setelah menggunakan DTSEN?

Respon ,masyarakat itu berbeda-beda,
ada yang bisa menerima setelah
dijelaskan, terutama kalau memang
ada perubahan data atau desil
kesejahteraan.  Tapi ada  juga
masyarakat yang masih bingung atau
merasa keberatan ketika bantuannya
berubah atau tidak lagi diterima.
Biasanya kami jelaskan kalau data
sekarang sudah menyesuaikan kondisi
sosial ekonomi masyarakat yang ada
di sistem.
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TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
L. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : Eliyusti
Jenis Kelamin : Perempuan

Masyarakat KPM

II. HASIL WAWANCARA

No Pertanyaan Jawaban
1 Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait | Kalau diperbarui itu pernah, waktu
bantuan sosial dari pemerintah yang diterima? anak saya naik dari SD ke SMP.
Waktu itu ada pembaruan data
sekolah supaya bantuan
pendidikannya bisa menyesuaikan
2 Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan | Sebenarnya belum, karena masih ada
sosial di desa sudah sesuai dengan kondisi | masyarakat yang kurang mampu tapi
masyarakat? belum dapat bantuan. Kadang ada
juga yang sebenarnya sudah cukup
mampu tapi masih menerima bantuan.
3 Apakah pernah ada masyarakat yang layak | Ada, masih ada beberapa warga yang
menerima bantuan tetapi belum terdata? sebenarnya layak menerima bantuan,
apalagi yang sudah lanjut usia atau
kurang mampu, tapi belum masuk
data bantuan
4 Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan | Iya mudah
sosial mudah dilakukan?
5 Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari | Kalau penjelasan khusus tentang
pemerintah desa terkait proses pendataan DTSEN? | DTSEN itu belum pernah. Biasanya
yang dijelaskan lebih ke bagaimana
proses pengurusan bantuan
sembako/BPNT, PKH dengan BPJS
6 Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus | Sejauh ini tidak ada kendalanya
data bantuan sosial?
7 Apakah pemerintah desa pernah melakukan | Kalau musyawarah tentang bantuan
sosialisasi atau musyawarah terkait DTSEN? sosial pernah, biasanya di desa ada
pertemuan. Tapi kalau sosialisasi
yang khusus menjelaskan DTSEN
secara langsung sepertinya belum
pernah
8 Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah | Iya sudah lumayan terbuka, karena

terbuka dalam proses pendataan bantuan sosial?

biasanya ada musyawarah dan
masyarakat juga bisa menyanpaikan
kalau ada data yang perlu diperbaiki.
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Tapi kadang masih ada juga

masyarakat
prosesnya.

yang kurang paham




134

TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU

SELATAN
L. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : Dasni
Jenis Kelamin : Perempuan

Masyarakat KPM

II. HASIL WAWANCARA

No Pertanyaan Jawaban

1 Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait | Pernah, waktu itu ada perubahan data
bantuan sosial dari pemerintah yang diterima? jeluarga, jadi diminta melengkapi

berkas lagi ke dea. Setelah itu dibantu
diurus supaya bisa dapat bantuan.

2 Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan | Kalau  menurut saya  belum
sosial di desa sudah sesuai dengan kondisi | sepenuhnya tepat, karena masih ada
masyarakat? warga yang ekonominya susah tapii

belum dapat bantuan. Kadang
masyarakat juga suka bertanya-tanya
kenapa ada yang dapat, ada yang tidak

3 Apakah pernah ada masyarakat yang layak | Ada, terutama orang yang sudah tua
menerima bantuan tetapi belum terdata? atau janda yang menurut saya perlu

dapat bantuan, tapi belum masuk
penerima bantuan. Mungkin datanya
belum diperbarui.

4 Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan | Kalau mengurus perubahan data itu
sosial mudah dilakukan? harus sabar, karena tidak langsung.

Biasanya lapor dulu ke desa, nanti
diproses lagi, jadi memang perlu
waktu.

5 Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari | Belum pernah, dan kurang tahu juga.
pemerintah desa terkait proses pendataan DTSEN?

6 Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus | Kalau saya sendiri sejauh ini tidak
data bantuan sosial? ada kendala yang berarti. Waktu ada

perubahan data juga dibantu dari
pihak desa, jadi tinggal mengikuti
proses yang ada.

7 Apakah pemerintah desa pernah melakukan | [ya pernah, biasanya membahas
sosialisasi atau musyawarah terkait DTSEN? bantuan sosial. Tapi kalau khusus

tentang DTSEN saya kurang tahu ju

8 Menurut bapak/ibu, apakaah pemerintah desa | Iyaa sudah cukup terbuka, karena

sudah terbuka dalam proses pendataan bantuan
sosial?

kalau ada yang ingin bertanya atau
menyampaikan keluhan masih bisa
datang ke kantor desa.
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